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Kolam Renang Bakal Diproses Hukum
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1 Baca KASUS hal 5

i Baru Rediapratama senvaj Rp 16,5 Milar lebih. Proyek nleh yang diminta untuk dusut secara hukum.
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i)ikerjakah PT Bhakti Baru

Rediapratama dengan Nilai 16,5 Miliar

Dari Hal 1

barang dan jasa pembangu-
nan kolam renang, yang di-
duga inprosedural, karena ti-
dak pernah ditender tetapi su-
dah dikerjakan. Akibatnya ke-

tika pembangunan itu minta .

dibayarkan (terkait utang, atau
sisa pembayaran), gubernur
pengganti Aminuddin, yaitu
HB Paliduju, melalui Kepala
Dinas Pekerjaan Umum (PU)
Moh Noer Mallo enggan mem-
bayar, karenamasih raguden-
gan proses aturan yang mes-
ti dilewati.

“periode berikutnya, keti-
ka Kadis PU di zaman guber-
nurnya pak Paliudju, enggan
mencairkan. Disebabkan ada
keragu-raguan, karena proyek
itu melanggar hukum, atau
melanggar Keppres. Perlu
diketahui, proyek itu mu-
lai dikerjakan saat Kadis PU
Sulteng dipegang Moh Ka-

asusitupunsempatdikon-
sultasikan dengan pimpinan
KPK di Jakarta, dan direko-

mendasikan proyek itu ber-
masalah secara hukum. Ini-
lah yang menjadi pekerjaan
rumah hingga kini. Melihat
ada permasalahan, hingga
Murad beralih menjadi ang-
gota DPD mewakili Sulteng,
periode berikutnya. Ketika
Kejati hendak menyelidiki,
Murad pun sempat merasa
senang, tetapikasusituperla-
han “tenggelam”. “Saya salah
seorang yang ikut menan-
datangani MoU itu, bersama
pak Safrun Abdullah merasa
dilecehkan karena proyekitu
bermasalah. Lalu kami bawa
kasus itu ke KPK untuk kon-
sultasi. KPK berpendapat
bahwa proyek pembangunan
itubermasalah,” ungkapnya.
1a juga ményebutkan, pen-
gusaha dan perusahaan yang
mengerjakan proyek yang
Kkini mangkrak itu lalai, dan
harusdimintai pertanggung-
jawabnnya secara hukum.
“Saya berani katakan pen-
gusaha dan perusahaan yang
merhbangun proyek kolam
renang itu lalai, dan tidak
beritikad baik untuk meny-
eclesaikan proyek tersebut,”

sebutnya.

Seperti diketahui proyek itu
diselidiki oleh Kejak-
nggi (Kejati) Sulteng
saat itu, namun kelanju-
tan penyelidikannya tidak
kedengaran lagi

Data yang ada, menyebut-
kan, hasil audit Badan Penga-
was Keuangan dan Pemban-
gunan (BPKP) Sulteng pada
2010 yang lalu menyatakan
pekerjaan kolam renang yang
dikerjakan oleh PT Bhakti
Baru Rediapratama (BBR) se-
nilai Rp 16,5 Miliar, dan baru
dibayarkan ke rekanan sebe-
sar Rp 2,4 Miliar. Pempro
Sulteng juga disebutkan, ma-
sih berhutang Rp 3,9 Miliar
untuk pekerjaan tahun 2006.
Pembayaran itu pun didu-
ga berindikasi korupsi kare-
na terdapat kelebihan pem
bayaran dan merugikan neg-
ara sebesar Rp 501 juta. Dise-
babkan, tanah miring di STQ,
yang katanya hendak diga-
li untuk kolam renang tidak
memiliki faktor kesulitanyang
tinggi, dan sebenarnya tidak
harus mengeruk uang negara
hinggamiliaran rupiah.(mch)
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Proyek Dilakukan Tanpa
Melalui Proses Tender

DariHal 1

ya indikasi pelanggaran hu-
kum dalam proyek kolam re-
nang, di Kejaksaan Agung RI.
“Untuk kolam renang kita
tinggal tunggu data lengkap
akan kita ungkap. Saya su-
dah paparkan di Kejagung,
kalau sudah jelas siapapun
dia saya sikat," egas Kajati.
Sebelumnya, hal senada juga
diungkapkan Wakajati Sug-
eng Joko Susilo, bahwa dirin-

yatelah mengantongi sejum-

Jah data yang menjadi jalan
untuk kembali membuka ka-
sus kolam renang.

Dalam pengungkapan ko-
mps\diSulleng]uhanisTanak
memperlihatkan keseriusan-
nyadamanpakompmmi. Sia-
papun Pejabat yang terlibat
dalam kasus kolam renang
akan diproses.

Diketahui proses pekerjaan
proyekkolam renangtidakdi-
Jakukan tender sebagaimana
diamanatkan dalam Keppres
80/2003 bahwa setiap proyek
pemerintah harus ditender.
Proyek yang dikerjakan PT

s 0

Bhakti Baru Rediapratama
sejak 2004 di zaman Guber-
nurAminuddin Ponulele,tan-
pa dilakukan melalui proses
tender melainkan Memoren-
dumofunderstanding(MoU).
Pembangunanyangberlanjut
kepemerintahan HB Paliudju
akhimyamandekkarenadiera
Paliudju utang kepada kon-
traktor tidak lagi dibayarkan
karenaalasan pekerjaan erse-
but dilaksanakan tidak sesuai
mekanisme. Tidak mempu-
nyai landasan hukum (me-
Jalui tender) untuk dibayar-
kan. (awl)





